
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PR.OVINSI SULAWESJ SELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDEN :IBNG RAPPANG 
NOMOR J)·aTAHUll. 2016 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NC MOR 7 TAHUN 2016 TENTANG 
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN 

D!UiA DESA SETIAP DESA LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 
TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN Y \NG MAHA ESA 

BUPATI SIDENRENG I :.APPANG; 

M<Ti1n·iang 

Mengin gat 

F.I. bahwa sehubungan dengai terbitnya Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 49 Tahun 2016, maka dipandang perlu 
men inja u Peratu rnn Bupat. Nornor 7 Tahun 2016 untuk 
kernudian dilakukan pcrubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertirn »angan sebagaimana dimaksud 
pada h uruf a, perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nornor 7 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pernbagian dan Penetapan Rincian Dana 
Dcsa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang 
Tahuri Anggaran 2016; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik hdonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pu sat dan Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara �epublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lemiaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nemer f� Tahun 2014 tentang Desa 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tarnbuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. lJndan5-Uncl,rng Nornor 23 Tahun 2014 ten ta ng 
Pernerintahan Daerah (Leroi .aran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 24-4, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor :5587) sebagaimana telah diubab 
beberapa kali terakhir dcr.gan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesi Nornor 5679); 



5. Peraturan Pemerintah No nor 43 tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undr.ng-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nornor 123, Tambahan Lcmoaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539); sebagaimanz. telah diubah dcngan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 201::; (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 57 .7); 

6. Peraruran Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Hcraurnber Dari Anggar. .n Pcndapatan Dan Belanja Negara 
(Lernlmran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tam huhan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 
scb.u-nimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peruturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2016 (Lernbaran Negara 
Rep11l -lik Indonesia Tahun 20:16 Nomcr 57, Tambahan Lernbaran 
Neg:,, , Republik Indonesia Nornor 5864); 

7. Per: i uran Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tent.111g Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Negara Republik 
lnd .. ,n::;ia Tahun 2014 Norno · 2093); 

8. Peru ur-an Menteri Desa, Perr bangunan Daerah Tertinggal dan 
Tran smigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Prior .as Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara 
Rep..Llik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 

9. Pe 1: 1 • 11 ran Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 ten tang 
Tat.. Cara Pengalokasian, Pcnyaluran, Penggunaan, 
Pen . .uu auan dan Evaluasi Dana Deaa (Bcrit.a Negara Republik 
lndom-sia Tahun 2016 Nornor 478); 

I 0. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nornor 7 Tah'un 2016 
tentang Tata Cara Pembs.gian , Penetapan Rincian dan 
Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup Kabupaten 
Sidenreng Pnppang. 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHON 
2016 TENTANG TATA CJ.·.RA PEMBAGIAN, PENETAPAN 
RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA SETlAP DESA 
LINGKUP KABUPATEN S:DENRENG RAPPANG TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

P:u;al I 

Beberapa ketenruan dalam Fcraturan Bupati Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pcr rbagiarr, Penetapan Rincian dan 
Penggunaan Dana Desa Sdiap Desa Lingkup Kabupaten 
Sidenrcng Rappang [Bcrita Daerah Tahun 2016 Nomor 7), 
diubah scbagairnaria berikut . 

1. Pada Pasal 1 ditambahkan 4 (cmpat) angka yakni angka 14, 
angka 15, angka 16 dan angka 17 diubah sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut: 

Paual I 

Dalam Peraturan Bupati in yang dirnaksud dengan : 
1. Daerah adalab Kabupatcn Sidenrcng Rappang. 



::. ,:,ernerinlah Daerah adalab kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerint.ahan Daerah yang rnernimpin pe'aksanaan urusan pernerintahan 
vang menjadi kewenangan daerah otonom. 

J. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 
4. Dcsa adalah desa dan desa adat atau :rang disebut dengan riarna lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kess.tuan masyarakat hukum yang 
mcrniliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pernerintahan, kepentingan rnasyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa rnasyarakat, hak asa1 usul, dan/atau ha.k tradisional yang diakui 
dan dihorrnati dalam system Pernerirrtahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Dcsa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Perneriruahan Desa. 

6. Kcpala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. 
I Dana Desa adalah dana yang bersumbe · dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukan baf� Desa yang ditransfer melalui 
A . .nggaran Pendapatan dan Belanja Dacn: h Ka bu paten Sidenreng Rappang 
dan digunakan urituk rnernbiayai penyelenggaraan pernerintahan, 
pelak sanaan pernbangunan, pcrnbiiaan kernasyarakatan, dan 
pernberdayaan rnasvarakat. , , 

8. Jumlah Dcsa adalah jumlah O�::.c.1. yang ditetapkan oleh Meriteri Dalarn 
Negeri. 

9. Transfer ke Dae rah adalah bagian dar i belanja negara dalam rangka 
men danai pclaksanaan Desen tralisasi Fi skal berupa Dana Perimbangan, 
Dana Otonomi Khusus, dan Dana Transfer Iainnya. 

1 0. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, 
adalah rencana kcuangan tahunan pernerintahan negara yang disetujui oleh 
Dewan Pcrwakilan Rakyat. 

I 1. Anggar.m Peridapatan dan Belanja Dae rah, yang selanjutnya disingkat 
APRD, adalah rcncaria kcuangan tahu nan pemerintahan daerah yang 
rlibahas clan disetujui bersarna oleh "emerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

l ·2_ Anggaran Pendapata n dan Belanja Dcsa yang selanjutnya disingkat APB 
Desa, adalah rencana keuangan tahunan pernerintahan desa, dan disetujui 
oleh Badan Perrnusyawaratan Dcsa, 

I J Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat l3UMDES adalah usaha desa 
yang dibentukz'didirikan oleh pemerintah desa yang kepernilikan modal dan 
pengelolaannya dilakukan oleh pemcrintal desa dan rnasyarakat. 

1..;, Rekening Kas Um um Negara yang sels njutnya disingkat RKUN adalah 
rekening ternpat pcnyirnpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 
pcnerimaan Negara dan mernbayar seluru h pengeluaran Negara pada Bank 
Senrral. 

15. Rekening Kas Umurn Daerah yang sels njutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati/Walikota untuk men.ampung s.sluruh penerirnaan daeral1 dan 
membayar seluruh pcngeluaran daerah p:1 ia bank yang ditetapka.n. 

16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disir gkut RKD ada.lah rekening tern.pat 
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh pencrimaan 
Dcsa clan untuk membayar seluruh pengelu.aran Dcsa pada barLk yang 
ditetapkan. 

17. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada. 
kabupalen yang Lidak habis disalurk,rn 'ke Desa sampai akhir tahun 
,mggaran acau Dana Desa yang tidak hAbis digunakan olch Desa sampai 
akhir tahun anggaran dan menjadi bagi.an dari sisa lebih perhitungan 
anggaran APBDesa. 



2. Kcterrtuan pada pasal 3 dan 4 digabung sehingga pasal 3 berbunyi sebagai 
benkut: 

Pasal 3 

( )' -J 

(:'I) 

· 11 Rincian Dana Desa setiap Desa cl ialokasikan secara merata dan 
berkeadilan berdasarkan: 
a. Alokasi dasar.dan 
:J. Alokasi f<'on11ula 

Berdasarkan Alokasi Dasar setiap Oe81 dihitung cara membagi Alokasi 
Dasar Kabupaten Sidcnreng Rapp.mg denga..n jurnlah Desa di 
kubu pa ten Sidcnreng Rappang. 
Dalam hal jurnlah Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih sedikit 
dibaridingkan derigan jurnlah dcsa yang diterapkan dalam Permendagri, 
Bupati mcnghitung dan menetapkr n rincian Dana Desa seuap 
Kabu paicn setelah dikurangi jurnlal Alokasi Dasar untuk sclisih 
dimak sud. 

( 1) Galam hal jurnlah Dcsa di Kabupaten Sidenrcng Rappang lebih banyak 
dibandingkan dengan jumlah Desa yan g diteurpkan dalam Perrnendagri, 
�upati menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa 
berdasarkan jurnlah Desa yang ditetapl .an dalam Permendagri 

()J Resaran Alokasi Formula disctiap Dess., dihitung dengan bobot. sebagai 
berikut: 
a. 7.5°/o (dua puluh lima perscn) untu'c jurnlah pcnduduk 
b. 3:5�/o (tiga puluh lima persen) untuk angka kerniskinan 
c. lOo/o [scpuluh perseri] untuk luas w layah; dan 
d. 30°/o {tiga pu luh persen] untuk tingl at kesu titan geografis 

(bl Angka kemiskinan Desa clan tingkat � esulitan geografis Desa rnasing 
masing ditunju kkan oleh jurnlah pendu duk rniskin dan IKG Desa, 

('') Perhitungan Alokasi Formula sctiap )esa dilakukan dengan rumus 
sebagai berikut: 

AF sct Iap Desa ={(0.25*Zl)+(0,35*Z2)t 10,10*Z3)+(0,30*Z4)}*(DD 

Kabupaten - AD 1{abupaten). 

Keterangan : 

!---···- --- 
Z2 

Alokasi Formula 1---1---- 
Rasio jumlah penduduk Desa terhadap total 
penduduk Desa KabupaterrSidenrcng Rappang 

··- - - 
Rasio Jumlah penduduk rniskin Desa terhadap 
total penduduk miskin Deea Kabupaten 

---+--+-Sidenreng Rappang ---·----------< 
Rasio luas wilayah Dcsa terhadap luas wilayah 
Desa Kabu paten sidenrcng Rappang 

AP -- Zl 

' I za 
I 
� 

I 
Rasia TKO sctiap Desa terhadap total IKG Desa I K;ihnpatenn Sidenrcng RapJ ,a.ng 



3 ,;.e1.cntunn Pasal 5 ayat (SJ diubah schingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

( I) Pcnyaluran Dana Desa dilakukan ser ara bcrtahap dengan kerentuan 
sebagai bcrikut: 
a Tahap I pada bulan Maret sebcsar 6 )0/,, (empat puluh perseratus]: 
b. Tahap 11 pada bulan Agustus sebesar 40% (empal puluh perseratus); 

12) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukun setelah Bupati menerima: 
a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan 
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 

aebelu rrrnya. 
13) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Bupati rnenerima 

laporan realisasi penggunaan Dana Dcsa Tahap J dari Kepala Desa, 
14) Laporan rcalisasi penggunaan Dana .. :::iesa tahap I menunjukkan paling 

kurung Dana Desa tahap l telah digt na kan scbesar SOo/o (lima puluh 
person). 

1::>) Pelaksanaan Pcnyaluran Dana Dcsa da .i RKUD kc RKD dilakukan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undanga, 1. 

·6) Dalarn hal terdapat Dcsa yang tidak tc jangkau layanan perbankan yang 
menyebabkan tidak dapat dibuka RKD, Bupati dapat mengatur lebih 
lanjut mengcnai penyaluran Dana Desa dari Rk."'UD ke Desa melalui 
pcraturan Bupati. 

'.2. 1(elentuf:n Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 bcrbunyi sebagai berikut : 

Pasal 16 

(1) Kcpala Desa dengan rnenyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana 
Desa setiap tahap kepada Bupati. 

(2) Pcnyampaian laporan realisasi pcnggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri aias: 
a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 

sebelurnnya; d;..U1 
b. Laporan rcalisasi penggunaan Dana Desa tahap I. 

13) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 
minggu kedua bulan Februari tahun ar ggaran berjalan. 

i'I) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelurnnya 
dirnaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lam.bat minggu 
kedua bulan .Juli tahun anggaran berjalan. 

(5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dimaksud pada ayat {2} 
disusun sesuai dengan format sebaga mana tercanturn dal.am lampiran 
lll dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Bupati dapat meinfasilitasi penyarnpa.an laporan realisasi penggunaan 
Dana Desa sebagaimana dirnaksud pad a ayat (2) 

.'\ Keteritu an Pasat l '/ diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 17 

·I) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalarn hal : 
a. Bupati beltr11 rncncrirna dokumen sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 5 ayat (2), ayat (3J dan ayat r.::; 
b. Terd.apat siea Daria Desa di RKD 1 ahun anggaran sebelurnnya lebih 

dari 30°/n [tiga Puluh persen). 
c. Terdapar usulan dari aparat penga-vas fungsional daerah. 

2} Pcrrundaan sebagaimana dimaksud pada uyut (1) huruf b dilakukan 
t.erhadap penyaluran. Dana Desa tahap I tahun anggaran h�rjalan 
seb,�sar sisa Dana Desa di RKD tahun sebelumnya. 



i3) Dalarn hal sisa Dana Desa di RKD Lu1m1 anggaran sebelumnya lebih 
besar dari jurnlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, 
pcnyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukari. 

14) Penundaan penyaluran Dana desa scl agaimana dirnaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Dcsa di RKD t.ahun 
anggaran sebelurnnya telah direalise.sikan penggunaannya, sehingga 
sisa Dana De , di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30o/o (tiga puluh 
persen] dari H ·.r,aran Dana Desa tahu n anggaran sebelurnnya. 

,'.:>) Dalarn hal �'" ;,a.i bulan Juli tahun s nggaran berjalan sisa Dana Dcsa 
di RKD ta.hu- .uxggaran sebelurnnya masih lebih besar dari 30°/o (tiga 
puluh persci · · pcnyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana 
dimaksud ay.· (2) disalurkan bersarnaan dengan penyaluran Dana Desa 
tahap II. 

16) Bupati menya ..trkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: 
a. Dokurnen •,f!·oagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf a telah 

ditcrima; , · 11 

b. Terdapat ulan dari aparat fungsional daerah. 
7) Dalam hal r-enundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlangsung .rupai bu lan dengan hulan Nopernber tahun anggaran 
berjalan, Dan , Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi 
sisa Dana Dr- di RKUD. 

8) Bupari rnela] rk an sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 1 kepada Menteri c.q Dircktur .Jcndral Perirnbangan 
K.euangan. 

19} Dupati me 1. ,nit.ahukan kepada k epala Desa yang bersangkutan 
mengenai I,' 11,� Desa yang ditun fa penyalurannya sebagairnana 
dunaksud pallc, ayat (3) selambat-Is.mbatnya akhir bulan November 
tahun ariggaran berjalan dan dianggarkan kembali dalam rancangan 
.I\PRDesa tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 18 

( 1) Bupati rnelakukan pernotongan pe nyaluran Dana Dcsa dalarn hal 
setelah dikun aknn sarisi penundaan penyaluran sebagairnaria dimaksud 
dalarn pasal l 7 ayar ( l) huruf b, masi 1 terdapat sisa Daria Desa di RKD 
lebih dari JO<X; ILiga puluh persen) 

0) Pemotongan penyaluran Dana Desa '.,ebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 J dilakukan pada penyaluran Dana [•esa tahun anggaran berikutnya. 

;3J Bu pa ti melaporkan pemotongan pen -aluran Dana Desa sebagairnana 
pada ayat ( 1) kepada Menteri c.q Direktur .Jenderal Perimbangan 
Keu angan. 

Pa.sal 19 

: l) Biava Perencanaan yarig tirnbul clari pelaksariaan pembangunan yr-mg 
dananya bersurnber dari Dana Dcsa APBN dibebankan pada 
biaya/ anggaran Pembangunan paling tinggi 2 °/n (dua Persen), yang 
terdiri atas biaya gambar / desain d an rencana anggaran biaya serta 
biaya dokumentasi dari total jumlah 1 nggaran belanja pembangunan. 

(2) Biaya pengawasan yang timbu1 dari pelaksanaan pembangunan yang 
dananya bersumber dari Dana. Desa dibebankan pada biaya/anggaran 
pembangunan paling tinggi 1,:') 0/o (�a.tu kon1a lima persen) dari total 
jurr.lah anggaran belanja pembangurn: n. 



Pasal II 

Pers.turan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupau ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Side.nreng 
Rappang. 

Ditet apkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal, oz. fVle-1 sou. . 

Diu udarigkan di Parigkajene Sidenreng /' 
p;.'!.dil tanggal, 02.. M �t' .J.crb 

SEKRET ARIS DAERAH 
KAE:UPATEN SIDENRENG RAPPANG, 

a 
RUSLAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG l�PANG TAHUN 2016 NOMOR 
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NO MOR 
TANGGAL 

LAN{PlRAN II PERATURAN BUPATI SIDEl!RENG RAPPANG 
IJ·1 TAHUN 2016 
02. M€7 ,:rfJr,(, 

Contoh Model: Prioritas Penggunaar, Dana Desa Tahun 2016 

Provins! 
Kabupaten/Kota 
Kccamatan 
De s.a 

............................................................. 
···············•••·••·•················•········· 
• • • • • • • • + • + • t • t •• •• • • • • • "• • • • • • • • • • a I • f. • t. • t • • • • 
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Tipologi: Desa Daratan/Hamparan, Industri, Perkebunan & Berkembang 

. 
I 
! ,,,, __ 
[_ A .. l'ela.ksat19au Pcmbangunan Desa 

I. rr-•·11!�·1..ngtntan,pt':ngemhanp,nn dan pemeliharaan 
1nlrn!{tn1kri:r/se..:-an�·prasarana fi�1jk untuk 
pe.1ghidUIJIDtlan pemukirr.an 

Kegietan 

1 . )ei:n'.;)angunan 
·a hat�:on/ pcngcrasen 

. alandesa •. 

I Tujuan 

MeninRkntk,,.nkualita - 
s jalan desa; 
M�mudahkun 
�k�!!(-!sdistrfr,u.si 
h��Hperkeb:.u1an. 

� · ',:rr�bangr)an Shvi.\' Rc,om Mcnyedrakan n1n.ng 

L-"_ '"_ r,_:_a_p;Hn�r produn unruk pamer para 
- _.nc..ccc l.cElk=uindustry desa 

J. 'embangu nan P-e:1g;1<lnFln g<:du.ng 
rem�Ehc'traa:1 Poskesdes baru j pemclihare an 
Pol.ndes Poskesdes / ?ol-inrlc:, 

Mend�f't.nt.k-3.o 
1(1.ynnan kcscheran 

----,,----1--.....:k.,_c= ,a::d::a=m��ya.rakat 
2. :)�·1getd:ftan. pt.•nunj�:15 Memenurhi 

,,{nt · .. �:nur; �oskcsdes / kebutuhan alar 
;.)ol:ndcs pcraga pembelnjara.,, 

kcsehatan: 
Mendorong krcativitas 
Posyandu dalarn 
��giata.'l oendrdikun 
/t>�omosi. 
kescharanmasyarakat , 

I 

------------- 

:\::nbnnp.•,ti\t,:1. r,r;:ngC�b;:·1.1��'�;;1 pemehharaan ;�·r,1nn 
l.:_1, ,.,rn�n:·ti.nr-- p<::1dic.J1k;u1, !-'·�,c1\.\t d,11; kebudayaan 

?.. 'erncrihar.aan SaJuran 
t1ga,,s� teraier 

·3, ;,em:)nng-...na.n pusai 
-crn ·�iblt.l.n de.:.'Hl 

�l�nj,lJJ1u1 
Keiancara n pasokan 
a.fr ke area 
perkcbunan. 
Mcnjaga kLt:..t.!11...as 
oangunan seluran 

-----:''-:ii"g�!- 
Memciorong 
E,=�ngembangan put-rn 
pernbibitan desu 
Mendnrong 
Perigcmbangan pusat 
pen1b1bitar1 desa; 

Mernen u hi kebutuhan 
dasar perididikan 
unruk nnnlc ·hr\.tita i 
usl;1 rl In I 

Mencukupi 
kebutuhan infom'la�j · 
<hut pw.>getahuan 
anak dan ;'4:!rn-aJa d�r,;,1 

-------�-- 

�:- Per:ibangunan fie.dung 
PAUD T!<; 

--h�. Pe..,1geir',t:.an,:an sunggar I ,. belajnr I perpuatakaan 
J un.uk anax dan rcmeja 

J __ 

·3.-pl' n.,02 .. ngun;-1.n Pengembangan dan pemehharnan sarana 
,;, n praearona Ji�nd:<iikan, $<..:L·1at 1Jan kebudayaan. 



2. Ba.ntuan peningkatan kapasltas untuk program <fan 
kegiatan ketahanan pangon desa. 

_____ J_ 

l 
[--1:l- .- Pembe:rdayaan .Muyuakat D.,._ 

�------· . . --,�-,----,--+-- 

I 
I. Perungkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, 

pengembangan atau bantuan alat-alat percduksi, 
perrnodalan, dan peningkamn kapasitas melalui 
peiati han dan pemagangan. 

Pembangunan Oedung I . Menggerakkan 
taman seni / mesium kembali seni tradisi 
desa des a 

. Momfasilita.si 
pelestanan seni 
tradisi ral.."j'at dan 
peningga!an benda- 
benda purbakala clan 
berscjarah. 

Rehab I renO\rasi . Melestarikan situs- 
bangunan eager buds.ya situs budaya; 
(mi$alnya pudcn, candi, 
sa.rkofagus, di!) 

Membangun rintisan . Memudahkan akses 
pusat Jayanan petani pa<li I jagung 
penggilingan padi pada pueat 
jagung husil pertanian perggilingan padi/ 

jagu_ng; desa . M,;ngurangi biaya 
produ kei tinggi 
pengolahan hMil 
certain. 

P cngadaan Kompoe I - Mendorong 
pupuk kandang :,eSBdamn petani 

menggu.na.kan pupuk 
kandang . Memperkuat 
kerjasarna antar de,ia 
di bidang 

.. E!"J.r.lbangunan 
Membangun rinri!itAn - Memaksimalkan 
listrck t.lcstt tcnaga kemanfaatan eumber: 
a ngin I marahan panas matahari 

untuk penerengan 
desa 

. . Mcmbangun sumur . Menjogn 
resapan I crnbung kebedanjutan air 

permukaan; 
. Menjaga banjir dan 

menjaga kualitas air 
tanah. 

Pengadaan sarana . Mendorong 
prasarene daur ula.ng tanggungjawab 
sampeh dcsa public terhadap 

pengelolaan scmpah 
des a. 

- Mendukung daur 
ulang sampah untuk 
mengurangl 
akumul.asi sampah 
rumah tangga -- 

Pclatihan membuat . Meningkatkan 
barang-barang keterampilan 
kerejinan berbahan penduduk di bidang 
baku local [sanut kerajinan tangan 
kelapa, tcmpurung - Meningkatkan nilai 

tambah komoditas 
kelapa, topeng I ekonomi lokal 
ukiran kayu, 
anyaman bamboo / 
daun dll r- 

2. Pelatihan Hak- hak - Mertdorong 
perburuhan meningkatnya 
kerjaeerna desa pengetahuan barue- 
dengan perusahan dari tentang ha.k·hak 

buruh, 

i Musyawarah / . Mere,>italisasi tradisi 
rembug warga untuk lumbung padi deea, 
rnenfungsikan kembali 
tradisi lumbung padi / 
hasil pertanian lainnya 

I . 

4. 

1. 

2. 

�. Pemhang11nan don pongcmbangan sarana 
prasaranu eriergi baru tcrbarukan serta kegiatan 
pelestanan :ingl<ungall hidup 

I 
�:_-pcngcmbangan usaha ekonomi maeyareakat, 

meliputi p,,mhangunan dan pemeliharaan saran 
f}(f'1$ttrana. prod ukei don d1�tribusi. 

j 
; 

i 
i- -·-- 

1 
I 



. ·---------- .. l 2 Pelatih::in pcngotahan 
dan pemasnrun hasil 
pertanian. 

· Meningkatkd.n 
pe!)get.ahuan 
masyarakat aneka 
cara pcugolanan 
basil pertanian. 

Pr:np:<'>r,':"'ni!=>-�:-inn rr:;,.�y;'lrnl<At I bf'l1-i:uan hokum 
masyarakai can petauhan paralegal di de.,;« 

P<':l�r.�hnn paralegal 
de:;a 

:'v!eb.l:h keterampiian 
warga memetahkan 
masalah dan 
penyelesaian diluar 
pengadilan 

?�l.i,ihnr. 
r>enyr.1���1An m�d:a�i 
sen�l"..<.aa lannh, '.t·:..�yu 
at.nu kek-eranan 

Mc!atih kctcrarnpilan 
bagi war.a:a ttr,ta.'!g 
penyclcsecan 
sc.:ngkela. asset J<:�<2 

r=-ogra.-n. kegiatc._-: lairmya yang u�,::.u�i dengar. kot"ldis1 
·:lcsa dan tclah diputuskan dalarn W.usya\\o·a.rah Desa 

Pcni1��lu1.t.ilr'i K.lpasit-�!i ?<e1ompc,k tv!�syar:ikal untuk 
cr;t;ry"y Lr:rlJc:11 ukan t.!a11 µ<:.·lt:�ta11a1'1 :i�r·.gkttng-2J1 rndup 

)..1ei:lua5kan 
oema: ..... nHlll buruh 

i . .k,lH.m rurnab taJ)f'J;fJ 

SrY�i:.-U1�a:':11 •:ti:l('.;.1 rnnr', 

pc WA'·it IXf>' .. , , ( :\ ·. t .,Ji.I• 

shususny« bag,i de$a yang bekerja di 
:)Uft.:I', i xaryawan -pcru.-,abaa..n rokok 

te.ntnng nncarnan 
dan desa yane: pennyakit saluran 
1,-,lc�!]a th r:�u::l< pcrnapasan. 
rokok 

- ·-· . 
Baz�r produ k - Mengenellwn produk 
l!�:-nj;n:ln tcn�an / k�.tAj\nAr'I (:,�� 
prociuk industry industry fUJTI� 

rurnah t::u-:g,ga. tangga kepada pasar. 

Pelatihan e-rnurkeung . M<:mperkuat 
dan pernbuntan kapaaitas straregi 
websue untuk pelaku pcmaearan produk 

:nd1.;:itr::,r rurnab local dcsa, 

(<I.IJ�ft 

Peiati!:an Pengernbangan 
�,eu1ar1faataa lirnbah Bnergi nlrernarive 
v1gau1t· 1 umah t�.ng.ga untuk industry 

t.Jc.11 j..K'I kt:!JUIHHl 
rurnah 7.q ng-�::i. 

.tn: �,J( bio·rnc1s:3a 
�nergy. ···----4 - 
Pcrcontohan mstalasi Perconrohan dan 
oan pusat / ruo..ng tc:1np<:\\L belajar eerta 

l.H:\�,J1f.: icknoiogi �<:.pa.t pengernbangan 
r,unr.: tP.knolor.;i tepat guna 

m asvaraicat serta �r,·Jrnc:�H dv ··1 (�d ·.1 :i.::r:-;i ken 
·.;r·r.-�k�n hfriup br.r!tlh ·:h• ·, I 

I 
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